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PENDAHULUAN 

Di Indonesia pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Penerimaan negara tersebut 

khususnya digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber penerimaan 

negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan dan dalam 

meningkatkan kesejahteraan sumber daya manusia dalam segala bidang.Pajak yang pada dasarnya 

merupakan sumber utama penerimaan negara, memiliki peranan yang sangat penting untuk menyumbang 

penerimaan negara dalam rangka kemandirian serta untuk membiayai pembangunan nasional. Maka dari 

itu, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan rasa peduli untuk membayar pajak.  

Karena indonesia menganut sistem Self Assessment dalam perpajakannya yang terdapat pada 

Undang-Undang Perpajakan Indonesia, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk berperan aktif 

dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang 

terutang melalui pengisian SPT baik Masa maupun Tahunan, baik manual maupun secara elektronik. 

Menurut sistem self assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif 

wajib harus: 

Terdapat pada Undang-Undang Perpajakan Indonesia, dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan 

untuk berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, menyetor dan 
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The Analysis of Implementation Policy’sElectronic Filing System for 

Compliance of tax payer improvement on communicating SPT to KPP 

Pratama’s West Tangerang 2013, 2014, & 2015. The purpose of this 

research is to know the implementation’s policies of e- Filing for compliance 

of tax payer improvement on KPP Pratama’s West Tangerang 2013, 2014, & 

2015. Theory in this research refers to George Edward lII’s theory, there are 

four factors that influence of implementation’s policy such as : 

communication, resources, disposition / nature, and a bureaucracy’s 

structure. This research using inductive analysis’ method. Datas obtained by 

depth interviews, direct observation and documentation research. The subject 

of this research is tax officials, tax payer, and academics with informants 

determination using purposive sampling’s technique. This research through 

validity test with four test criteria credibility, transferability, dependability, 

and confirmability. Based on the analysis, it showed that: there is an 

increasing amount of their annual tax return submitted by e-Filingfrom 2013 

amounted to 18,397 and in 2014 amounted to 25,552 and in 2015 amounted 

to 54, 693, it proves that  the implementation of policies on e-Filing going 

well and can be received by the taxpayer. 
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melaporkan pajak yang terutang melalui pengisian SPT baik Masa maupun Tahunan, baik manual 

maupun secara elektronik. Menurut sistem self assessment, Wajib Pajak yang telah memenuhi 

persyaratan subjektif maupun objektif wajib harus: 

Mendaftar diri ke Kantor Pelayanan Pajak untuk mendapatkan NPWP sesuai tempat tinggal, 

tempat domisili atau tempat kedudukan Wajib Pajak tersebut. Menghitung sendiri jumlah pajak yang 

terutang. Menyetor sendiri pajak yang terutang ke bank persepsi. Melaporkan kegiatan usaha, 

penghasilan, harta, dan hutang melalui media Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan 

ditandatangan. 

Mengenai Surat Pemberitahuan pajak ini pada awalnya disampaikan oleh Wajib Pajak kepada 

Ditjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) secara manual atau dikirim melalui pos secara 

tercatat. Dalam artian SPT tersebut disampaikan dalam bentuk hardcopy (berbentuk kertas) yang sudah 

disediakan oleh Kantor Pelayanan Pajak dengan adanya sistem seperti ini, Wajib Pajak harus datang dan 

bertemu langsung dengan petugas pajak, sistem ini membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, 

memerlukan ruang yang luas. Memperlambat pelayanan karena proses pengirimannya yang secara 

manual dan kesalahan dalam perekaman SPT lebih sering terjadi, sehingga membutuhkan sistem 

adminitrasi dan pelayanan yang lebih cepat dan akurat di seluruh Kantor Pelayanan Pajak. Namun seiring 

dengan perkembangan ilmu dan teknologi terutama dalam hal komputerisasi dan dunia internet maka 

Direktorat Jenderal Pajak mengadopsi sebuah inovasi teknologi baru yaitu teknologi berbasis internet 

untuk dijadikan sebagai salah satu alat pelayanan yang memudahkan bagi Wajib Pajak dalam memenuhi 

kewajiban pajaknya. 

Salah satu bentuk pelayanan perpajakan berbasis internet adalah penerapan sistem e-Filing, yaitu 

pelayanan penyampaian Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa) dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT 

Tahunan) yang berbentuk formulir elektronik dalam media komputer. SPT ini tidak berbentuk kertas, 

melainkan berbentuk formulir elektronik yang ditransfer atau disampaikan ke Ditjen Pajak melalui Kantor 

Pelayanan Pajak dengan proses yang terintegrasi dan real time melalui internet pada website 

www.pajak.go.id atau Penyedia Jasa Aplikasi / Application Service Provider (ASP) sehingga Wajib Pajak 

tidak perlu lagi melakukan pencetakan formulir laporan dan menunggu tanda terima secara manual. Pada 

dasarnya penyampaian SPT secara e-Filing ini merupakan upaya modernisasi dari Ditjen Pajak untuk 

memberikan kemudahan pelayanan bagi Wajib Pajak dalam melaporkan jumlah pajak yang harus 

dibayarkannya. Karena Wajib Pajak tidak perlu datang secara 

Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dalam hal 

penyampaian SPT. Sedangkan bagi Aparat Pajak, teknologi e-Filing ini mampu memudahkan mereka 

dalam pengelolaan database karena penyimpanan dokumen-dokumen Wajib Pajak telah dilakukan dalam 

bentuk digital serta mengurangi penggunaan kertas dalam mencegah global warming yang terjadi saat ini 

sekaligus mendukung upaya go green yang dicanangkan pemerintah. Dengan adanya e-Filing ini 

Direktorat Jendral Pajak berharap adanya peningkatan kepatuhan pada Wajib Pajak dalam pelaporan dan 

pembayaran pajaknya karena persoalan pajak bukan semata soal mencapai target penerimaan negara. 

Tetapi juga sekaligus strategi meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak secara sukarela (voluntary 

compliance) oleh Wajib Pajak. 

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teknologi dapat dijadikan sebagai alat untuk 

membantu Pemerintah dalam upaya peningkatan pendapatan kas negara melalui penerimaan pajak. 

Karena dengan adanya upaya Pemerintah untuk memberi kemudahan dalam penyampaian Surat 

Pemberitahuan pajak secara elektronik maka diharapkan adanya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak 

dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik. Meskipun pada 

kenyataannya proses untuk melakukan efisiensi kewajiban pajak melalui sistem e-Filing ini tidak 

semudah yang dibayangkan, misalnya adanya kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak. untuk entry data 

dokumen perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian Surat 

http://www.pajak.go.id/
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Pemberitahuan (SPT) pajak secara elektronik tersebut lalu yang menjadi kendala adalah jaringan internet 

di daerah-daerah tertentu sehingga para wajib pajak mengalami kesulitan pelaporan pajak menggunakan 

e-Filing kemudian Wajib Pajak yang merasa kesulitan dalam mengakses e-Filing dan banyak Wajib Pajak 

mengeluhkan lamanya proses pengisian SPT secara e-Filing. Disisi lain Ditjen Pajak terus-menerus 

melakukan sosialisasi tentang e-Filing kepada Wajib Pajak, karena manfaat yang akan didapat dalam 

penggunaan e-Filing sangatlah besar dengan terusnya berkembangnya teknologi di era sekarang. 

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka Penulis 

bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk karya ilmiah 

dengan judul: “Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Electronic Filing Sebagai Upaya Meningkatkan 

Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pada KPP Pratama 

Tangerang Barat Tahun 2013, 2014, dan 2015.” 

Dari latar belakang penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat identifikasi masalah 

dalam penelitian ini yakni kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak untuk entry data dokumen 

perpajakannya karena belum memahami sepenuhnya mengenai mekanisme penyampaian SPT pajak 

secara elektronik kemudian prosedur pembuatan e-Filing yang menyulitkan bagi Wajib Pajak, serta 

muncul kendala lain mengenai jaringan internet di daerah-daerah tertentu sehingga para wajib pajak 

mengalami kesulitan pelaporan pajak menggunakan e-Filing dan juga Wajib Pajak mengeluhkan lamanya 

proses pengisian SPT secara e-Filing akan tetapi Kesalahan  sering terjadi dalam proses perekaman SPT 

jika menggunakan SPT Manual. 

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah kebijakan tentang sistem dan prosedur 

penyampaian SPT Tahunan secara elektronik yakni dengan e-Filing pada KPP Pratama Tangerang Barat 

Tahun 2013, 2014 dan 2015. 

Pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1). Bagaimana implementasi kebijakan 

penyampaian SPT Tahunan dengan sistem e-Filing pada KPP Pratama Tangerang Barat tahun 2013, 

2014, dan 2015?, 2). Bagaimanakah peran implementasi kebijakan sistem e-Filing sebagai upaya 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT Tahunan pada KPP Pratama Tangerang 

Barat tahun 2013, 2014, dan 2015? 

TINJAUAN PUSTAKA 

Menurut Neumark yang dikutip oleh Nurmantu (Timbul Simanjuntak, (2012:108) menyatakan 

kenyamanan administrasi dan kepatuhan (ease of administration and compliance) memerlukan empat 

persyaratan yakni: 1). The requirement of clarity, yaitu dalam proses pemungutan pajak terdapat 

kejelasan, 2). The requirement of continuity, yaitu menyangkut perlunya kesinambungan kebijaksanaan, 

3). The requirement of economy, yaitu menghendaki agar organisasi dan administrasi pajak (fiskus) 

dilaksanakan seefisien mungkin, dan 4). The requirement of convenience, yaitu menghendaki supaya 

dalam melaksanakan kewajiban perpajakan Wajib Pajak merasa senang.  

Dari penjelasan mengenai syarat kenyamanan administrasi perpajakan diatas dapat disimpulkan 

bahwa kejelasan mengenai pemungutan pajak, kesinambungan antara kebijakan pajak satu dengan 

lainnya, biaya dan tenaga yang harus efisien dari sisi fiskus maupun wajib pajak dan syarat yang paling 

penting adalah rasa kenyamanan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah syarat utama dalam 

administrasi yang baik. 

Kebijakan 

Menurut Harbani Pasolong (2008:38) mendefinisikan kebijakan merupakan, “Suatu hasil analisis 

yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. 

Jadi pengertian kebijakan adalah suatu analisis yang didapat dari beberapa alternatif untuk menghasilkan 

sebuah keputusan. Menurut Wayne Parsons (2008:463), mendefinisikan Implementasi merupakan, 

“Mengulas pendekatan yang berbeda-beda untuk analisis tentang bagaimana kebijakan dilaksanakan atau 
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dipraktikan.” 

Sedangkan menurut Hinggis (Harbani Pasolong, (2008:57) mendefiniskan implementasi kebijakan 

merupakan, “Rangkuman dari berbagai kegiatan yang didalamnya sumber daya manusia menggunakan 

sumber daya lain untuk mencapai sasaran strategi.” 

Dari dua definisi diatas dapat dikatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan dari sebuah kebijakan 

yang telah dibuat sebelumnya. 

Faktor Yang Berpengaruh Dalam Implementasi Kebijakan 

Menurut George C. Edwards III (1980:1-2) mengemukakan faktor- faktor yang berpengaruh dalam 

implementasi sebuah kebijakan adalah sebagai berikut: 1). Komunikasi, Komunikasi berkenaan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk 

melaksanakan kebijakan, sikap, tanggap dari pihak yang terlibat, dan bagaimana struktur organisasi 

pelaksana kebijakan, 2). Sumber Daya, Berkenaan dengan sumber daya pendukung, khususnya sumber 

daya manusia. Hal ini berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk carry out kebijakan 

secara efektif, 3). Sifat/Watak, Berkenaan dengan kesediaan para implementor untuk carry out kebijakan 

tersebut, kecakapan saja tidak mencukupi, tanpa ketersediaan dan komitmen untuk melaksanakan 

kebijakan, dan 4). Struktur Birokrasi, Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola- pola 

hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik 

potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Bila sumberdaya 

cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, 

implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan 

dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang komplek membutuhkan kerjasama banyak orang, serta 

pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya 

akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi. 

Kepatuhan Pajak 

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu (Siti Kurnia Rahayu, 2010:138) adalah, 

“Suatu Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya.” Kemudian menurut Nasucha (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139) mendefiniskan kepatuhan 

Wajib Pajak adalahKewajiban Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan 

kembali Surat Pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang dan 

kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Jadi kepatuhan pajak merupakan ketersediaan secara sukarela 

dari Wajib Pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. 

Menurut Timbul Simanjuntak dan Imam Mukhlis (2012:86-89), menjabarkan klasifikasi dari tingkat 

kepatuhan pajak dan strategi antisipasi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak sesuai 

dengan model OECD dapat dilihat pada bagan berikut ini:  

Gambar 2.1 Model Kepatuhan 
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Berikut penjelasan tabel diatas menunjukkan masyarakat Wajib Pajak dibagi menjadi 5 tingkatan 

kepatuhan: 1). Pada tingkatan yang paling ideal atau paling baik dimana Wajib Pajak sudah memiliki 

tingkat kesadaran yang sangat tinggi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik (Willing 

to do the right things), maka strategi kepatuhan terhadap mereka adalah upaya fiskus untuk terus menerus 

memberikan kemudahan dalam pelayanan yang terbaik, 2). Tingkat kedua adalah masyarakat Wajib Pajak 

yang selalu mencoba untuk memanfaatkan peluang menghindar pajak walau tidak selalu berhasil (Try to 

but do not always succed). Keputusan wajib pajak untuk menghindar pajak dapat berakibat melanggar 

aturan pajak, 3). Tingkatan ketiga adalah dimana Wajib Pajak tidak patuh yaitu tidak bersedia memenuhi 

aturan perpajakan yang berlaku (Don’t want to comply). Wajib Pajak selalu aktif menghindar pajak 

dengan alasan yang berbeda-beda dan strategi atau upaya yang dilakukan untuk mencegah hal tersebut 

terjadi adalah dengan melakukan upaya pencegahan dengan pencairan fakta-fakta yang menjadi alasan 

kenapa Wajib Pajak menghindar pemenuhan kewajiban perpajakannya. Demikian pula menemukan 

informasin dan data- data yang terkait potensi penyimpangan aturan pajak (Deter by detection), dan 4). 

Tingkat kepatuhan pajak yang terakhir adalah sudah pada tingkat yang sama sekali tidak bersedia 

memenuhi kepatuhan pajak atau tidak mau membayar pajak yang menjadi kewajibannya (Have decided 

not to comply). Ditingkat ini Wajib Pajak melakukan segala upaya dalam menghindari segala pemenuhan 

perpajakannya dan penegakan hukum (Law Enforcement) adalah startegi dalam menghadapi tingkat 

kepatuhan ini. 

e-Filing 

Menurut Djoko Muljono (2010:120) mendefinisikan e-Filing adalah “Suatu cara penyampaian 

SPT yang dilakukan dengan sistem online yang real time melalui media internet”. 

Kemudian berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-03/Pj/2015 Tentang Penyampaian 

Surat Pemberitahuan elektronik definisi e-Filing atau Pemberitahuan Elektronik adalah “SPT dalam 

bentuk dokumen elektronik”. e-Filing adalah suatu cara dalam menyampaikan SPT Tahunan yang 

dilakukan dengan menggunakan media elektronik yang terhubung langsung melalui website DJP atau 

melalui Jasa Aplikasi yang telah ditunjuk oleh DJP. 

Pasal 1 pengertian e-FIN atau Electronic Filing Identification Number adalah “Nomor identitas yang 

diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang melakukan transaksi elektronik 

dengan Direktorat Jenderal Pajak 

Kerangka Pemikiran 

           Guna mendukung berjalannya modernisasi perpajakan dan dalam rangka peningkatan pelayanan 

kepada masyarakat maupun Wajib Pajak, terus dikembangkan pemanfaatan dan penerapan e-System 

terkait dengan perpajakan. Hal ini dimaksudnya dengan tujuan untuk proses kerja dan pelayanan pajak 

yang dapat berjalan dengan baik, cepat, dan akurat. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi 

saat ini disadari bahwa perlu dilakukan perubahan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan. Perubahan tersebut dimaksudkan untuk memberikan rasa keadilan, meningkatkan pelayanan 

kepada WP, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi adanya dampak 

kemajuan teknologi saat ini serta perubahan tersebut ditujukan untuk meningkatkan keterbukaan 

administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan secara sukarela Wajib Pajak terhadap pajaknya. 

          Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis implementasi 

kebijakan pajak mengenai sistem e-Filing dimana penyampaian SPT Tahunan yang berawal dari 

penyampaian secara manual beralih ke sistem elektronik atau e-Filing yang dapat diakses kapan dan 

dimana saja oleh WP dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan agar terciptanya kepatuhan yang 

bersifat sukarela dari WP dan beralihnya sistem penyampaian SPT Tahunan dari manual menjadi 

elektronik atau e-Filing tentunya prilaku Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunannya dan dari 

kebijakan e-Filing ini tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela dapat mengalami peningkatan. 
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Model Penelitian  

Dari kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka model penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

Gambar 2.3 Model Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan menerapkan paradigma naturalistik, dikarenakan penelitian naturalistik 

mempelajari situasi dunia nyata secara alamiah dan tidak melakukan manipulasi serta terbuka pada 

apapun yang timbul dalam penelitian tersebut 

Penentuan Informan 

Dalam mendapatkan data dalam penelitian ini, perlu adanya informan kunci sebagai seseorang 

yang membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan dan juga beberapa informan sebagai 

narasumber dalam melakukan wawancara guna mendapatkan informasi yang lebih terperinci dan akurat. 

Kemudian berikut ini nama informan yang telah terpilih berdasarkan purposive sampling dengan 

disajikan identitasnya untuk mengetahui kemampuan informan sebagai individu yang menguasai 

informasi dalam penelitian ini adalah : 

If 1 adalah Eko Santosa 

Kepala kasi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Tangerang Barat yang      membantu peneliti 

dalam melakukan wawancara yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. 

If 2 adalah Asri Sabirin 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat yang berstatus karyawan yang membantu 

peneliti dalam wawancara mengenai SPT Tahunan secara elektronik atau e-Filing. 

If 3 adalah Suchi Afrelia 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat yang berstatus karyawan yang membantu 

peneliti dalam hal wawancara mengenai SPT Tahunan secara elektronik atau e-Filing. 

If 4 adalah Angga Kurniawan 

Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat yang berstatus karyawan yang telah 

membantu peneliti dalam wawancara mengenai SPT Tahunan secara elektronik atau e-Filing. 

If 5 adalah Prof. Dr. Safri Nurmantu 

Dosen dan Guru Besar di IISMI Jakarta yang telah membantu peneliti dalam hal wawancara mengenai 

kebijakan e-Filing dan membantu member masukan kepada peneliti mengenai teori-teori yang relevan 

terhadap penelitian ini. 

If 6 adalah Aas Setiawati 

Pegawai bagian umum di KPP Pratama Tangerang Barat yang membantu peneliti dalam mendapatkan 

data mengenai gambaran umum dan sejarah KPP Pratama Tangerang Barat. 

Kebijaka

Perilaku 

Sistem 
Tingkat 
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If 7 adalah Dounni Gabe Rambe 

Pegawai seksi pengolahan data dan informasi di KPP Pratama Tangerang Barat yang membantu peneliti 

dalam mengumpulkan data- data yang bersifat sekunder susuai dengan apa yang peneliti butuhkan. 

Dalam penelitian in menggunakan observasi langsung, wawancara mendalam, depth interview 

dan penelitian dokumentasi (Written Document). Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis dengan 

menggunakan metode induktif, dimana metode analisis dengan cara induktif adalah cara analisis dari 

contoh-contoh konkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu. terdapat empat kriteria uji keabsahan 

data yang digunakan dalam penelitian ini yang merujuk pada Sugiyono (2012:276-277) yakni sebagai 

berikut: 1). Credibility, 2). Transferability, 3). Dependability, dan 4). Confirmability 

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tangerang 

Barat yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol No.47, Karawaci, Sukajadi, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, 

Banten. 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

         Berdasarkan rencana uji yang telah disampaikan pada bab lll, dalam penelitian kualitatif terdapat 

Hasil Uji Keabsahan Data dengan 4 (empat) kriteria yang sesuai dengan yang peneliti lakukan yakni 

sebagai berikut 

         Berikut ini adalah temuan hasil yang didapat selama penelitian berlangsung di KPP Pratama 

Tangerang Barat, baik temuan yang berupa data primer maupun data sekunder. Temuan Hasil Penelitian 

Sumber Data yang Bersifat Primer Dalam Bentuk Wawancara Dari 5 Narasumber yakni sebagai berikut: 

Berdasarkan pernyataan informan 1, KPP Pratama Tangerang Barat menerapkan pelayanan yang 

prima dan bersahabat dengan memperhatikan kode etik kepegawaian yang baik terhadap semua Wajib 

Pajak yang datang ke KPP Pratama Tangerang Barat kemudian disediakannya helpdesk untuk membantu 

Wajib Pajak yang kurang memahami mengenai administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan khususnya 

dalam program e-Filing. 

Pernyataan dari semua informan dapat disimpulkan bahwa kebijakan e-Filing di KPP Pratama 

Tangerang Barat sudah berjalan dengan baik karena Wajib Pajak dapat merasakan adanya kemudahan 

dalam penyampaian SPT Tahunan karena menghemat biaya dan waktu tetapi dalam penyampaian SPT 

Tahunan secara elektronik ini juga harus diimbangi dengan kemampuan IT yang baik juga jika tidak 

maka Wajib Pajak dapat mengalami kesulitan saat pengisian SPT secara e-Filing ini. Dan dilihat dari sisi 

fiskus, implementasi kebijakan sistem e-Filing ini dapat mendukung pengawasan terhadap Wajib Pajak 

oleh KPP Paratama Tangerang Barat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian 

SPT Tahunannya. 

         Dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Penyuluhan dan sosialisasi pajak merupakan salah 

satu strategi paling penting didalam memasyarakatkan pengetahuan dan peran penting pajak, oleh karena 

itu Dirjen Pajak berusaha menyeragamkan sosialisasi perpajakan masyarakat berdasarkan Surat Edaran 

Direktorat Jendral Pajak No. SE-22/PJ/2007 tentang penyeragaman Sosialisasi Perpajakan Bagi 

Masyarakat yang meliputi: 

Sumber informasi tentang pajak banyak yang bersumber dari media massa, namun media luar 

ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, 

maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah 

Media televisi, Media Koran, Media spanduk, Media flyers (poster dan brosur), Media 

billboard/mini billboard; Media radio. Slogan yang digunakan hendaknya tidak boleh menakut-nakuti 

atau bersifat intimidasi, tetapi lebih bersifat ajakan. 

Slogan lebih ditekankan pada “manfaat pajak” yang diperoleh. Contoh slogan yang memperoleh 

peringkat tertinggi karena kriteria diatas adalah “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”. 

Dalam hal peran implementasi kebijakan atas penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing dalam 
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meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat berperan sebagai bagian 

implementor dibawah naungan Direktorat Jendral Pajak, KPP Pratama Tangerang Barat mempunyai 

program sosialisasi penyampaian SPT secara e-Filing yakni dengan cara melakukan sosialisasi secara. 

langsung dan tidak langsung untuk menghindari adanya hambatan atau kendala dalam kebijakan 

penyampaian SPT e-Filing ini, berikut kutipan wawancara kepada informan1 yang berstatus sebagai 

fiskus: 

“…… KPP Pratama Tangerang Barat melakukan dua cara sosialisasi yakni dengan cara sosialisasi secara 

langsung yakni dengan tatap muka dengan Wajib Pajak kemudian kami juga mensosialisasikan secara 

tidak langsung dengan cara menyebar pamflet, sms blast, email blast serta memasang spanduk juga.” 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas bentuk sosialisasi secara langsung adalah dengan menyediakan 

kelas pajak dan layanan pojok mandiri untuk semakin meningkatkan pelayanan pajak, maupun 

mendatangi langsung ke kantor-kantor yang berada diwilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat untuk 

mensosialisasikan langsung kepada WP lalu didukung dengan adanya sosialisasi secara tidak langsung 

yakni dengan menyebar pamflet, sms blast, email blast serta memasang spanduk ditempat yang strategis. 

Kesiapan melaksanakan kebijakan e-Filing setiap tahunnya menjadi hal utama bagi KPP Pratama 

Tangerang Barat dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang melakukan penyampaian SPT 

Tahunannya. 

Dari pernyataan informan 1 diatas dapat dijelaskan bahwa kebijakan penyampaian SPT secara e-

Filing ini sangat mendukung dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak khususnya Wajib Pajak 

Karyawan dimana Wajib Pajak ini secara sukarela mau menggunakan e-Filing untuk melaporkan SPT 

Tahunannya dan dengan adanya sistem secara elektronik ini tingkat pengawasan kantor pajak terhadap 

Wajib Pajak jadi lebih mudah dan optimal, Namun ada hal yang harus diperbaiki dalam hal penggunaan 

aplikasi e-Filing yang masih lambat, terkadang registrasi sering sulit, dan login sering error. 

Dengan perkembangan teknologi informasi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib 

Pajak maka Direktur Jendral Pajak memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam penyampaian 

Surat Pemberitahuan secara elektronik (e-Filing) sebagai sarana penyampaian SPT Tahunannya secara 

online dan realtime. Dengan diberikannya kemudahan oleh DJP melalui e-Filing ini diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Barat baik 

Orang Pribadi maupun Badan. Berdasarkan UU No.28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan dan Tata Cara 

Umum Perpajakan. Kriteria Wajib Pajak Patuh antara lain sebagai berikut : 

Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak baik Tahunan maupun Masa. Tidak 

mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindakan pidana 

dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun yang mengakibatkan kerugian negara. 

Apabila dilakukan pemeriksaan pajak, koreksi fiskal yang dilakukan oleh pemeriksaan pajak untuk 

setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dilihat dari penghasilan bruto 

(PKP). 

Kemudian Terdapat jenis-jenis kepatuhan menurut Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu 

(2006:110) yakni: Kepatuhan Formal Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban formal 

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan Material Suatu keadaan dimana 

Wajib Pajak secara subtantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai. 

dan jiwa Undang-Undang Pajak kepatuhan material juga dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak 

yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar 

SPT sesuai dengan ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir. 

Berdasarkan teori yang sudah dikemukakan sebelumnya, berikut ini adalah grafik yang 

menggambarkan mengenai perkembangan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tangerang Barat 

selama tiga tahun terakhir dengan dilihat dari penyampaian SPT Tahunan baik manual maupun e-Filing. 
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KESIMPULAN 

Implementasi kebijakan e-Filing di KPP Pratama Tangerang Barat sudah berjalan dengan baik 

karena Wajib Pajak dapat merasakan adanya kemudahan dalam penyampaian SPT Tahunan dengan 

alasan menghemat biaya dan waktu tetapi dalam penyampaian SPT secara elektronik ini juga harus 

diimbangi dengan kemampuan IT yang baik juga jika tidak maka Wajib Pajak dapat mengalami kesulitan 

saat pengisian SPT secara e-Filing ini. Dan dilihat dari sisi fiskus, implementasi kebijakan sistem e-Filing 

ini dapat mendukung pengawasan terhadap Wajib Pajak oleh KPP Pratama Tangerang Barat dalam 

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunannya. 

Peran implementasi kebijakan akan penyampaian SPT secara e-Filing yang dilakukan oleh KPP 

Pratama Tangerang Barat sudah berjalan. dengan baik karena KPP Pratama melakukan segala bentuk 

sosialisasi agar Wajib Pajak mau menyampaikan SPT Tahunannya menggunakan e-Filing baik dalam 

bentuk sosialisasi langsung maupun tidak langsung karena kesiapan melaksanakan kebijakan e- Filing 

setiap tahunnnya menjadi hal utama bagi KPP Pratama Tangerang Barat dalam meningkatkan kepatuhan 

Wajib Pajak yang melakukan penyampaian SPT Tahunannya. 

Kepatuhan Wajib Pajak meningkat selama tiga tahun terakhir dengan dilihatnya pada tahun 2013 

penyampaian SPT e-Filing sebesar 18.397 lalu pada tahun 2014 sebesar 25.552 dan pada tahun 2015 

mengalami peningkatan yakni sebesar 54.693 SPT Tahunan secara e- Filing. 

SARAN 

Agar implementasi kebijakan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan secara e-Filing dapat 

berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak secara sukarela maka disarankan: 

Dirjen Pajak harus tetap meningkatkan pelayanan perpajakannya dalam sistem informasi dan 

teknologi secara online ini khususnya dalam penyampaian SPT Tahunan secara e-Filing, sebaiknya 

membuat aplikasi e-Filing ini menjadi aplikasi yang sederhana yang dapat diakses oleh WP yang kurang 

pengetahuan teknologinya dan dalam hal aplikasi e-Filing masih harus diperbaiki karena aplikasi e-Filing 

yang masih lambat, terkadang registrasi yang sering mengalami kesulitan, dan login pada aplikasi e-Filing 

yang sering error. 

KPP Pratama Tangerang Barat harus tetap melakukan kegiatan sosialisasi dan terus 

mempertahankan pelayanan yang baik kepada Wajib Pajak dalam program e-Filing ini agar peningkatan 

jumlah Wajib Pajak setiap tahunnya yang menyampaikan SPT Tahunan dengan e- Filing akan lebih 

meningkat lagi karena kebijakan e-Filing yang memberi kemudahan baik dari sisi Wajib Pajak maupun 
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